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MOTTO:

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia
menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindungdan
penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

» Kedua orang tuaku tersayang yang selalu
memberikan do’a dan dukungan serta doa yangtulus
demi masadepanku.

» Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan
satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

» Almamaterku.



ABSTRAK

SANKSI PIDANA PELAKU MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI
OLEH TENAGA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh
MAULIDYA PURNAMA SARI

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah sanksi pidana
pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. Dan Apakahfaktor penyebab
malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?. Jenis penelitian hukum ini adalah
penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan
aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan, wajib ditindak sesuai perundangan yang berlaku, apabila
terbukti maka pelaku dapat diberhentikan sebagai tenaga kesehatan, dimana
tindakan pelaksanaan hukum administratif serta tindakan hukum pelaku harus
menjalani pidana serta denda sebagai konsekwensi yuridis akibat tindakan aborsi
yang melawan hukum. Dan Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi
oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan, yaitu apabila tidak melakukan tindakan medisi sesuai dengan : Standar
Profesi Kedokteran Dalam profesi kedokteran, ada tiga hal yang harus ada dalam
standar profesinya, yaitu kewenangan, kemampuan rata-rata dan ketelitian umum.
Standar Prosedur Operasional (SOP) SOP adalah suatu perangkat instruksi/
langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin
tertentu.Informed Consent Substansi informed consent adalah memberikan
informasi tentang metode dan jenis rawatan yang dilakukan terhadap pasien,
termasuk peluang kesembuhan dan resiko yang akan dialami oleh pasien.

Kata Kunci : Sanski Pidana, Aborsi, Malpraktek.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) masalah
pemelihaaan kesehatan sudah sudah dinyatakan sebagai kewajiban pemerintah,
hal ini secara implicit tercantum sebagai tujuan Negara. Tujuan Negara ini
termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 28 H UUD 1945 telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan m,endapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memeproleh pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu dalam Pasal 34 ayt (3) dinyatakan bahwa Negera bertnggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.

Sekitar abad pertengahan, dikenal dengan adanya istilah Judicia Dei atau
Keputusan Tuhan yang kemudian diganti dengan Reinigeingseed atau
Sumpah Bersih Diri, dalam kaitanya mendasari pencarian sebuah kebenaran

dalam proses penyelesaian perkara.’

! Waluyadi, lImu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek
Hukum Praktik Kedokteran, Imagraph, Jakarta, 2005, him 6



Jika disimak lebih lanjut, dominasi kepercayaan manusia kepada
Tuhan, termasuk dalam kaitannya dengan pencarian kebenaran hukum pada
saat tersebut, menjadi sangat mungkin karena sebagaimana pemikiran tentang
hukum pada saat tersebut berakibat kekuasaan Tuhan. Artinya, yang menjadi
pijakan dan dasar pemikiran manusia tentang hukum adalah apa yang
ditetapkan oleh Tuhan.

Salah satu masalah yang dikemukakan dalam lapangan ilmu
kedokteran adalah desakan berbagai pihak agar masalah saat kapan
dimulainya sebuah kehidupan dan pada saat pula kehidupan itu dianggap tidak
ada, dapat diagendakan secepatnya. Sebab ketentuan yang demikian itu, akan
sangat erat kaitannya dengan konstribusi yang hendak diberikannya kepada
peradilan khususnya dalam menentukan adanya tindak pidana Aborsi.>

Jika yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
pengguguran kandungan adalah adanya seorang wanita yang hamil, maka
persoalan yang timbul dan mestinya dipecahkan adalah kapankah seorang
wanita dianggap hamil serta kapan sesungguhnya dimulainya kehidupan
manusia dalam perut seorang ibu, sehingga dengan mengetahui saat adanya
kehidupan tersebut kita dapat menentukan ada atau tidak adanya pengguguran
kandungan. Menurut pemahaman agama (islam) terdapat beberapa ayat dalam
alquran yang mengisyaratkan adanya peristiwva kehamilan. Di antara
keterangan-keterangan tersebut diantaranya yaitu. :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seseorang perempuan dan

kandungan rahim yang kurang sempurnan dan yang bertambah.Dan segala

sesuatu pada sisinya ukurannya”. (Ar-Ra’d:8).

2 Ibid., him 7



Tanda-tanda kehamilan dapat diketahui melalui tanda yang pasti dan
yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda yang pasti meliputi :

1. Terdengar bunyi jantung anak
Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak
3. Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar rontgen oleh
pemeriksaan.
Sementara tanda-tanda yang masih berupa kemungkinan, meliputi :
1. Tanda objektif (oleh pemeriksa)
2. Tanda subjektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti :
a. Tidak haid “amenorhoe”

o

b. Muntah dan mual

c. Ibu merasakan pergerakan anak

d. Sering kencing

e. Perasaan dada berisi dan agak nyeri.®

Mungkin setelah kita mengetahui sedikit tentang proses alamiah
melaui dimensi terjadinya manusia akan menimbulkan pertanyaan yang lain.
Pertanyaan itu adalah “ kapankah sesungguhnya dimulainya kehidupan yang
ditandai dengan adanya roh yang menyatu dengan jasad seorang bayi yang ada
dalam kandungan perut seorang ibu yand ada dalam kandungan perut seorang
ibu.sementara untuk menentukan kapan sesungguhnya dilakukan aborsi maka
yang demikian itu dapat dilakukan mulai pada saat sel telur dibuahi ( melaiui
hubungan intin) sampai dengan bayi tersebut belum dilahirkan.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya “ dasar- dasar viktimologi suatu
kajian kepustakaan dalam dunia abortus ini iaiah kelahirkan yang terjadi
terbatas sampai waktu 28 minggu umur janin, hal mana kurang cocok dengan
tehnik sekarang. Sedangkan apabila kelahiran ternyata setelah umur janin 28

minggu akan tetapi kurang yang sebenarnya (40 minggu) maka hal ini
dinamakan prematur .*

3 Tolib Setiady, Pokok-Pokok lImu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi
Kepustakaan Praktis. Dewa Ruchi, Bandung, 2007, him 99

4 Ibid, him 103



Melakukan abortus yang umurnya belum 3 bulan mudah saja yaitu
dengan mengacaukan isi rahim dengan berbagai alat, atau dapat juga dengan
zat-zat chemis yang menyebabkan keracunan, misalnya antara lain makan pil
kina, nanas muda, papaya muda. Apabila telah ada uri (plasenta) maka
melakukan abortus adalah sangat berbahaya sekali.

Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa kemungkinan adanya
keterlibatan pihak lain dalam proses tindak pidana adalah sangat mungkin
termasuk didalamya tindak pidana pengguguran kandungan yang sering kita
sebut aborsi (abortus). Tentunya keterlibatan pihak lain yang dimaksudkan
ialah mereka-mereka yang mengetahui tentang hal tersebut dan juga beberapa
hal yang memberikan informasi tentang itu kepada yang hendak melakukan
penggugran kandungan.

Keguguran atau Aborsi adalah “keluarnya hasil pembuahan (janin)
sebelum kehamilan berumur 20 minggu”. Keguguran dapat terjadi secara
spontan atau buatan/ disengaja.Aborsi spontan biasanya terjadi sebelum
kehamilan berusia 12 minggu (3 bulan) sedangkan aborsi buatan yang
dilakukan setelah kehamilan 12 minggu dapat mengancam jiwa ibu.®

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengansanksi pidana
pelaku malpraktek tindakan aborsi, untuk maksud tersebut selanjutnya
dirumuskan dalam skripsiini yang berjudul :SANKSI PIDANA PELAKU
MALPRAKTEK DALAM TINDAKAN ABORSI OLEH TENAGA MEDIS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN.

> Departemen Kesehatan Republik Indonesia., Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Kesehatan Reproduksi, Jakarta, 2003, him 53.



B. Permasalahan
Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh
tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan?.

2. Apakah faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi oleh tenaga
medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana dalam
kaitannya dengan dititik beratkan pada penelusuran terhadapsanksi pidana
pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang-
undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan tidak menutup
kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang dibahas.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan
pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk menganalisis Sanksi pidana pelaku malpraktek tindakan aborsi oleh
tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang
kesehatan.

2. Untuk menganalisis Faktor penyebab malpraktek dalam tindakan aborsi
oleh tenaga medis berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009

tentang kesehatan.



D. Defenisi Konseptual

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis. (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan).

2. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.®

3. Keguguran atau Aborsi adalah “keluarnya hasil pembuahan (janin) sebelum
kehamilan berumur 20 minggu”.’

4. Malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter,
olen karena pada waktu melakukan pekerjan profesionalnya, tidak
memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang
diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, di
dalam situsai dan kondisi yang sama.?

E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum
ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif yang bersifat deskriptif.
2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang

berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku

® Tolib Setiady, Op.Cit., him 26
7 1bid., him 27

8 Waluyadi, Op.Cit., him 19



pustaka, ruang lingkupnya sangat luas meliputi data atau informasi, penelaah
dokumen, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur dan arsip yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah berupa bahan-bahan kepustakaan,
yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur dan

website/internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah hukum atau bahan pustaka yang
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun penulis yang digunakan
adalah :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

3) Undang-undang No: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan
hukum primer, seperti :

1) Hasil-hasil pemikiran yang releven;
2) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum



sekunder, diantarannya bahan dari media internet yang relevan dengan
penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan
ini, penulis menggunakan Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud
memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca,
mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan silogisme dedukasi
(inteprestasi) dengan mengintepretasikan hukum yang berhubungan dengan
masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk
menginteprestasikan hukum yang berlaku.’

Dalam pengolahan data di mana data yang terkumpul melalui kegiatan
pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan
melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa dan diadakan
penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan kemudian
kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan.

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk
aspek-aspek normatif yuridis dengan melalui metode yang bersifat deskriftif

analisis yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang di peroleh

°7Jhony Ibrahim. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Surabaya, 2006, him. 297



dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum
(secara induktif).
G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan
sistematika sebagai berikut :

Bab | : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang; Rumusan Masalah ;
Ruang Lingkupdan Tujuan; Kerangka Konseptual, Metode penelitian;Sistematika
penulisan.

Bab Il : Tinjauan Pustaka, terdiri dari : Pengertian dan unsur-unsur tindak
pidana, Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Tenaga Kesehatan, Pengertian Aborsi
menurut IImu kedokteran Kehakiman, Pengertian Malpraktek.

Bab 111 : Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dariSanksi pidana pelaku
malpraktek tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang- undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Faktor penyebab malpraktek dalam
tindakan aborsi oleh tenaga medis berdasarkan undang- undang nomor 36 tahun
2009 tentang kesehatan.

Bab IV : penutup, terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran



